BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil tinjauan serta data yang diperoleh dari

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (PTUN Yogyakarta), maka

penulis dapat menyimpulkan:

1.

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja
dan Jam Kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah
memperkuat ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan
skema 5 (lima) hari kerja per minggu dan total 37 (tiga puluh tujuh) jam
dan 30 (tiga puluh) menit. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan
alokasi waktu kerja ASN. Meskipun terdapat perbedaan mengenai
waktu mulai kerja antara Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 serta Surat
Keputusan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor 1185/KPTUN.W3-
TUN3/SK.OT1.2/VIII/2024, PTUN Yogyakarta tetap berhasil
memenuhi total jam kerja mingguan yang diamanatkan. Hal ini
menunjukkan kemampuan PTUN Yogyakarta dalam menyeimbangkan
kepatuhan terhadap regulasi Pemerintah Pusat dan memastikan

pelayanan publik tetap berjalan optimal.
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2. Penerapan jam kerja di PTUN Yogyakarta menghadapi tantangan dalam
produktivitas dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan
pribadi. Rendahnya jumlah perkara menyebabkan pegawai kekurangan
beban kerja, sehingga produktivitas menurun setelah pukul 15.00 pada
saat sebagian besar tugas selesai. Usulan untuk mengakhiri jam kerja
lebih awal yaitu pada pukul 15.00, bertujuan meningkatkan efisiensi
dengan mendorong pegawai bekerja lebih fokus dan optimal.
Pemangkasan ini juga memberikan waktu tambahan untuk mengurus
kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga schingga tercipta
keseimbangan. Pemangkasan jam kerja tersebut diharapkan dapat
menurunkan stress, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat
motivasi. Pegawai yang sejahtera cenderung lebih produktif dan puas
sehingga menciptakan lingkungan kerja sehat serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik di PTUN Yogyakarta.

3. PTUN Yogyakarta menghadapi tantangan, rendahnya produktivitas
akibat minimnya jumlah perkara yang mengurangi beban kerja dan
menurunkan motivasi pegawai. Untuk mengatasi hal ini, PTUN
Yogyakarta menerapkan langkah strategis, termasuk sistem presensi
yang terintegrasi yaitu presensi manual, presensi online, dan presensi
retina scanning guna memantau kehadiran pegawai secara akurat dan
memperkuat disiplin pegawai. Selain itu, melalui kegiatan rutin
“Sugeng Enjing”, Ketua PTUN Yogyakarta berkeliling setiap pagi di

kantor untuk memeriksa kehadiran pegawai. Hal ini bukan sekedar
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formalitas, melainkan upaya membangun kedisplinan dan kedekatan

antara pimpinan dan pegawai serta mendorong tanggung jawab dan

integritas. Kombinasi pengawasan langsung dan presensi komprehensif

ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja disiplin dan profesional,

meningkatkan motivasi, serta memastikan pelayanan publik yang

efisien dan berkualitas.

B. SARAN

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, maka

penulis penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Presiden
Nomor 21 Tahun 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta, langkah sosialisasi yang lebih mendalam perlu
dilakukan agar pegawai memahami dan konsisten dalam
penerapan aturan ini. Sosialisasi dapat dilakukan melalui
pelatihan, workshop, atau forum diskusi yang memberikan ruang
bagi pegawai untuk mempelajari peraturan secara lebih
komprehensif. Selain itu, evaluasi berkala terhadap sistem
presensi yang mencakup metode manual, online, dan retina
scanning sangat penting untuk memastikan bahwa setiap metode
berfungsi optimal dalam memantau kehadiran pegawai.
Mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih modern,
seperti aplikasi mobile untuk presensi, juga dapat mempermudah

pegawai yang bekerja di luar kantor dalam melaporkan
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kehadiran mereka secara efisien. Selain itu, program motivasi
dan penghargaan perlu diadakan sebagai bentuk apresiasi bagi
pegawai yang disiplin dan berprestasi, yang sekaligus dapat
meningkatkan moral dan komitmen kerja. Peningkatan
komunikasi internal antara pimpinan dan pegawai juga sangat
penting untuk memastikan bahwa kendala-kendala terkait jam
kerja dapat segera diselesaikan. Dengan adanya fasilitas kerja
yang memadai, serta penerapan sistem monitoring kinerja yang
transparan berdasarkan kehadiran dan output kerja, diharapkan
PTUN Yogyakarta dapat menciptakan lingkungan kerja yang
lebih produktif dan mendukung kedisiplinan pegawai.

. Penyesuaian jam kerja hingga pukul 15.00 dapat meningkatkan
efektivitas kerja, mengurangi waktu tidak produktif, dan
memberi kesempatan bagi pegawai untuk menyeimbangkan
kehidupan kerja dan pribadi. Kemudian, evaluasi rutin terhadap
beban kerja penting dilakukan agar tugas sesuai dengan
kapasitas pegawai, sehingga dapat menjaga motivasi. Program
pelatihan dan = pengembangan  keterampilan  perlu
diimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi dan
memberikan tantangan baru. Fleksibilitas waktu kerja dan
budaya yang mendukung keseimbangan hidup sangat dianjurkan
agar pegawai dapat mengatur waktu dengan lebih baik.

Monitoring kinerja secara berkala, serta feedback konstruktif,
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akan membantu pegawai memahami kekuatan dan
kekurangannya. Melibatkan pegawai dalam diskusi kebijakan
juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap
kebijakan yang diterapkan. Saran-saran ini diharapkan dapat
menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan
memotivasi bagi seluruh pegawai PTUN Yogyakarta.

. Peningkatan tantangan beban kerja dengan mendistribusikan
tugas yang lebih menantang agar pegawai merasa lebih terlibat.
Kemudian mengimplementasikan program pengembangan
keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dalam
menghadapi tugas yang lebih kompleks. Fleksibilitas jam kerja
perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan produktivitas
pegawai. Selain itu, sistem evaluasi kinerja yang transparan dan
rutin memberikan umpan balik untuk membantu pegawai
memperbaiki kinerja. Kegiatan seperti “Sugeng Enjing” dapat
ditingkatkan untuk memperkuat komunikasi antara pimpinan
dan pegawai. Budaya kerja positif dan kegiatan team-building
dapat mempererat kolaborasi di antara pegawai. Pengawasan
yang konsisten dan penghargaan bagi pegawai berprestasi dapat
meningkatkan motivasi tanpa tekanan. Terakhir, perhatian
terhadap kesejahteraan pegawai, seperti program keseimbangan
kerja dan kehidupan pribadi, dapat mengurangi stres dan

meningkatkan kepuasan kerja. Implementasi saran-saran ini
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diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif,
harmonis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

. Pemerintah disarankan untuk mengakomodasi fleksibilitas jam
kerja bagi hakim dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja, mengingat beban
kerja mereka yang kompleks dan tidak terbatas pada jam kerja
formal. Fleksibilitas in1 diperlukan agar hakim dapat
menjalankan tugasnya secara optimal tanpa terbebani oleh
aturan waktu kerja yang kaku, sehingga tidak mengganggu
proses pengambilan keputusan yang memerlukan analisis
mendalam dan dedikasi penuh. Dengan penyesuaian kebijakan
yang mempertimbangkan kebutuhan profesi hakim, kualitas
putusan pengadilan, integritas sistem peradilan, serta
keseimbangan kerja dan kesehatan hakim dapat tetap terjaga,
tanpa mengorbankan tujuan efisiensi dan produktivitas yang

diharapkan dari aturan tersebut.
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